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Abstract : The Role Of The Public Sector In Economy. The government's linkage to improve
the economy of the people is very influential to the community itself, meaning that
the government can not act if between the government and the people do not
support each other. Besides, the view of Islam on the role of government in fixing
people's economy is very much recommended, as happened at the time of
Rasulullah SAW.
Keywords: The role of government, Role of Society, Economy.
Abstrak : Peranan Sektor Publik Dalam Perekonomian. Keterkaitan pemerintah untuk
membenahi perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap masyarakat
itu sendiri, artinya pemerintah tidak bisa bertindak jika diantara pemerintah dan
masyarakat tidak saling mendukung, disamping itu pandangan Islam terhadap
peran pemerintah dalam hal membenahi perekonomian rakyat sangat banyak
dianjurkan, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
Kata Kunci: Peranan pemerintah, Peranan Masyarakat, Perekonomian.
A. Pendahuluan
Sangatlah wajar apabila semua orang
berusaha meminimalisasi resiko yang akan
menimpa jiwa dan hartanya. Beberapa
orang bergabung menjadi kelompok besar
untuk mencapai maksud tersebut, karena
kelompok tersebut memerlukan dana yang
besar untuk melaksanakan usaha bersama
dalam jangka yang panjang, dan hal ini
tidak dapat dilakukan oleh kelompok atau
persatuan yang kecil. Organisasi yang
besar dibentuk untuk melaksanakan tujuan
semacam itu dengan skala yang besar.
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa
organisasi yang kecil dapat terkena
dampak buruk oleh bentuk usaha besar
atau wadah usaha semacam ini, sehingga
dapat menimbulkan konflik antar individu
dan kelompok didalam masyarakat.
Dalam situasi seperti ini ada beberapa
orang yang mengambil keuntungan dengan
cara yang tidak terpuji, misalnya melalui
kekuatan sosial atau memanfaatkan
posisinya dalam politik Negara, sehingga
menyulut konflik dengan organisasi lain
bahkan dengan Negara sekalipun.
Oleh karena itu Negara harus
mengambil alih tanggung jawab dan
mengorganisasi secara nasional atau
memberikan jaminan secara kolektif
kepada seluruh masyarakat dalam bentuk
jaminan sosial untuk menghindari
kemungkinan konflik dan untuk
memperbaiki efesiensi masyarakat yang
lebih baik.
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B. Peranan Pemerintah Dalam
Perekonomian
Dalam sistem perekonomian,
pemerintah senantiasa mempunyai peranan
yang penting. Peranan pemerintah yang
sangat besar dalam sistem perekonomian
kapitalis yang dikemukakan oleh Adam
Smith bahwa pemerintah hanya
mempunyai tiga fungsi:
1. Fungsi pemerintah untuk memelihara
keamanan dalam negeri dan pertahanan.
2. Fungsi pemerintah untuk
meneyelenggarakan peradilan.
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan
barang-barang yang tidak disediakan
oleh pihak swasta, seperti halnya
dengan jalan, dam-dam dan
sebagainya.
Dalam dunia modern, pemerintah
diharapkan peranannya semakin besar
mengatur jalannya perekonomian. Dalam
perekonomian modern, peranan pemerintah
dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan
besar, yaitu:
1. Peran Alokasi
Fungsi alokasi terjadi ketika pemerintah
turut serta dalam memperbaiki distorsi
ekonomi yang disebabkan oleh
kegagalan pasar. Pemerintah bertugas
untuk mengadakan kembali distribusi
diisaat pasar gagal untuk melakukan
tugasnya tersebut. Peran alokasi
pemerintah berkaitan dengan
pencapaian efisiensi statis alokasi
sumber daya. Pengalokasian
sumberdaya ini harus dilakukan secara
merata. Pemerintah harus mengoreksi
dan menyediakan barang dan jasa
publik yang mungkin tidak dapat
disediakan secara efisien oleh sektor
swasta. Pengalokasian sumberdaya
berhubungan dengan teori tentang hak
milik. Salah satu teori alokasi yang
efisien dikemukakan oleh Ronald
Coase, yang teorinya disebut
sebagai “The Coase Theorem”.
Teori ini menjelaskan tentang cara
mengalokasikan sumber daya secara
efisien melalu pertukaran individual dan
jika tak ada biaya transaksi maka
pengalokasian sumberdaya tidak akan
bergantung pada keberadaan hak milik
individual. Artinya semakin sedikit






konsep ekuitas dan keadilan.
Pendapatan didistribusikan dengan
melihat pada sejarah, hukum warisan,
pendidikan, mobilitas sosial,
kesempatan ekonomi dan beberapa
faktor-faktor lainnya pada suatu
negara. Pemerintah dalam hal ini
menggunakan kebijakan fiskal yang
lebih luas cakupannya untuk
mengadakan kembali proses
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distribusi. Pemerintah juga
mendistribusikan kembali pendapatan
melalui kebijakan pengeluaran yang
telah dikeluarkan pemerintah. Selain
itu, negara juga dapat ikut serta
dalam mekanisme pasar melalui
pemberian subsidi, kontrol terhadap
harga, dan pengenaan pajak pada
barang mewah.
3. Peran Stabilisasi
Peran setabilisasi adalah fungsi jangka
pendek dari pemerintah. Stabilitas
sangat penting dalam ekonomi terbuka,
yang dapat dilhat sebagai
ketidakseimbangan sistem. Oleh karena
itu, pemerintah harus membuat
kebijakan untuk memperbaiki kondisi
ketidakseimbangan tersebut agar tidak
berdampak buruk kedepannya.1
Sementara itu, Barton menyebutkan
peran utama pemerintah secara garis besar
adalah:
1. Peran Alokasi Sumber Daya
Dalam peran alokasi sumber daya
tercakup soal penentuan ukuran absolut
dan relatif pemerintah dalam
perekonomian (keseimbangan sektor
publik dan sektor swasta) dan
penyediaan barang-barang publik serta
pelayanan kesejahteraan sosial bagi
masyarakat.
2. Peran Regulator
1Ferry Prasetyia, “Modul Ekonomi Publik”,
Malang: Universitas Brwijaya, 2012, hlm. 10-11
Hal ini mencakup undang-undang dan
tata tertib yang dibutuhkan masyarakat
termasuk undang-undang yang
mengatur dunia bisnis yang memadai
untuk memfasilitasi aktivitas bisnis dan
hak-hak kepemilikan pribadi.
Regulasi diterapkan dalam penanganan
kasus pengalokasian sumber daya yang
tidak efisien tapi dapat juga tanpa
menggunakan bantuan regulasi dari
pemerintah tersebut. Walaupun begitu
kadang keterlibatan negara
menyebabkan kegagalan pemerintah,
dimana pemerintah menjadi lebih
terpengaruh   oleh kelompok yang
lebih mengejar kepentingan pribadi
(rent-seeking) yang mengalihkan
penggunaan sumber daya ke aktivitas
yang tidak berguna. Pada awal tahun
1980-an, adanya penekanan baru pada
pengembangan orientasi pasar,
penyesuaian  struktural, privatisasi  dan
deregulasi merupakan solusi terhadap
kegagalan pemerintah besar-besaran
yang terjadi pada tahun 1970-an.
3. Peran Kesejahteraan Sosial
Mencakup kebijakan-kebijakan yang
mendorong pemerataan sosial di negara
yang bersangkutan seperti perpajakan,
jaminan sosial (transfer payment) dan
penyediaan sejumlah barang publik
campuran bagai masyarakat.
4. Peran Mengelola Ekonomi Makro
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Peran mengelolan ekonomi makro yang
memfasilitasi stabilitas secara umum
dan kemakmuran ekonomi negara
melalui kebijakan-kebijakan yang
didesain untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang stabil, full employment,
inflasi yang rendah, dan stabilitas
neraca pembayaran.2
Pada dasarnya peranan pemerintah
dalam perekonomian dalam pandangan
Islam didasari oleh beberapa argumen
yaitu:
1. Derifasi dari konsep kekhalifahan.
2. Konsekuensi adanya kewajiban-
kewajiban kolektif (fard al-kifayah),
serta
3. Adanya kegagalan pasar dalam
merealisasikan falah.
Pemerintah adalah pemegang amanah
Allah untuk menjalankan tugas-tugas
kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan
dan keadilan (al-Adil wal insan) serta tata
kehidupan yang baik (hayyah thayyibah)
bagi seluruh umat. Jadi pemerintah dari
agen Allah SWT atau khalifatullah untuk
merealokasikan falah.
Fardh al-kifayah merupakan suatu
kewajiban yang ditujukan kepada
masyarakat dimana jika kewajiban ini
dilanggar maka seluruh masyarakat akan
menanggung dosa sementara jika telah
dilaksanakan (bahkan hanya oleh satu
orang). Maka seluruh masyarakat akan
2Ibid, hlm.11
terbebas menjalankan kewajiban, maka ia
akan menjadi beban publik.
Pemerintah dapat memiliki perana
penting dalam menjalankan fard al-kifayah
ini karna kemungkinan masyarakat gagal
untuk menjalankan atau tidak dapat
melaksanakan dengan baik. Kemungkinan
kegagalan masyarakat dalam menjalankan
Fard al-kifayah di sebabkan beberapa hal
yaitu:
1. Asimetri dan kekurangan informasi.
2. Pelanggaran moral.
3. Kekurangan sumber daya atau kesulitan
teknis.
Kegagalan pasar juga merupakan latar
belakang perlunya pemerintah untuk
berperan dalam perekonomian. Pasar gagal
dalam menyelesaikan beberapa
permasalahan ekonomi karna dua hal
yaitu:
1. Ketidak sempurnaan mekanisme kerja
pasar
2. Ketidak berjalannya mekanisme kerja
pasar dengan efisien.
Islam memandang, bahwa tanggung
jawab pemerintah bukan hanya terbatas
pada keamanan dalam negeri dan sistem
keamanan yang mempunyai kekuatan
antisifatif dari serangan luar. Akan tetapi
pertanggungjawaban pemerintah ini harus
merupakan bagian dari program
pencapaian masyarakat ideal, makmur, dan
adil. Keadilan dalam masyarakat tidak
mungkin tercipta tanpa keterlibatan
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pemerintah dalam membela yang lemah
dan memberikan jaminan sosial kepada
mereka, termasuk menyangkut masalah
perekonomian.3
Harta yang dikumpulkan dengan jalan
yang dibenarkan oleh syariat, dan
pemiliknya memanfaatkan dengan cara
yang baik, sederhana dan jujur, maka harta
yang masih tersisa ditangan pemiliknya
wajib dilindungi oleh Negara dan dijamin
keselamatannya dengan undang-undang
hak milik. Masyarakat pun wajib
menghormati hak miliknya itu
sebagaimana firman Allah SWT dalam
surat Al-Baqarah ayat 188.4
         
Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu
memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu
dengan jalan yang bathil
Pemerintah tidak berhak
mengintervensi setiap komplik intern suatu
badan usaha, kecuali konplik yang bersifat
destruktif atau konflik yang lahir dari
diabaikannya hak satu pihak oleh pihak
yang berlaku sewenang-wenang. Jika yang
demikian terjadi maka pemerintah harus
3M. Faruq an-Nabahan, Sistem Ekonomi
Islam, : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis
Dan Sosialis, (Yogyakarta : UII Press,2000), Cet. Ke
II, h. 54
4Musthafa Husni as-Siba’i, Kehidupan Sosial
Menurut Islam : Tuntunan Hidup Bermasyarakat,
(Bandung : CV Diponegoro, 1993), Cet ke II, h.160-
161
turun tangan untuk membela yang
dizhalimi.5
Diantara tugas-tugas penting
pemerintah dalam perekonomian adalah
sebagai berikut6 :
1. Mengawasi Faktor Utama Penggerak
Perekonomian
Menurut Indra Hidayatullah,
pemerintah harus mengawasi gerak
perekonomian, seperti melarang dan
mengawasi praktik yang tidak benar,
baik dalam sistem jual beli, produksi,
konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan
harus dilakukan oleh tim indevenden
(ahl al-hisbah). Tim ini mengawasi
instansi-instansi, pabrik-pabrik dan
usaha lainnya agar tidak mengambil
keuntungan yang tidak terpuji dari
masyarakat dengan memanfaatkan
keluguan dan kebodohan mereka demi
memuaskan nafsu keserakahan yang
lahir dari jiwa yang nihil moral.7
Kegiatan pengawasan ini hendaknya
dapat dilakukan dengan benar dan
disiplin. Pengawasan ini di lakukan
pada awal gerak perekonomian.
Sehingga, jika diawal sudah maka
berdampak pada kegiatan selanjutnya.
2. Menghentikan Muamalah yang
Diharamkan
5M.Faruq An-Nabahan, Sistem Ekonomi
Islam,..... h. 54
6Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Raja
Grafindo Persada,2007), h. 114
7Ibid, h. 83
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Maksud dari muamalah haram adalah
berbagai bentuk yang diharamkan
karena berlawanan dengan asas-asas
Islam,yang berdiri diatas dasar moral
dan terjaganya kemaslahatan umum
seperti riba dan ikhtikar. Islam sangat
memperhatikan perekonomian umat,
oleh sebab itu Islam menetapkan adanya
jaminan dalam melindungi harta benda
setiap orang, agar tidak digunakan
dengan sia-sia atau secara royal. Islam
benar-benar melarang penggunaan harta
dengan keji dalam perekonomian
bangsa. Terhadap kaum penimbun
Negara diwajibkan untuk
memeranginya dengan tegas dan keras
bahkan diperbolehkan mengeluarkan
dengan paksa barang-barang yang
disimpannya, lalu dijual kepada orang-
orang yang membutuhkannya dengan
harga yang sedang dan pantas serta
keuntungan yang wajar.8
Disamping itu negara diwajibkan pula
mengontrol orang-orang yang boros,
membantu orang yang kurang sempurna
akalnya ataupun orang safih dalam
membelanjakan harta, sekalipun
miliknya sendiri, sampai mereka
kembali berakal sehat atau sudah dapat
dijamin kejujuran tindakannya.
Sebagaimana firman Allah SWT dalam
surat An-Nisa ayat 5.
8 Musthafa Husni as-Siba’i, Op, Cit, h. 216
           
 





3. Mematok Harga Jika dibutuhkan
Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam
mematok harga : haram atau sah
dilakukan. Ada sebagian yang
mengharamkan dengan alasan terdapat
sejumlah nash yang melarang
pematokan harga.
Ilfi Nur Diana menyimpulkan bahwa
mematok harga adalah haram, dan
pematokan dianggap perilaku
kezhaliman. Dan tentunya, Rasulullah
SAW, tidak ingin melakukan
kezhaliman terhadap siapapun. Sampai
disini tidak ditemukan silang pendapat.
Akan tetapi kondisi sosial dimasa Rasul
jelas berbeda dengan kondisi social
masa kini, berkaitan dengan baik
tidaknya mematok harga. Dimasa Rasul
mungkin posisi penjual lemah sehingga
pematokan harga sangat memberatkan
mereka. Sekarang kondisinya telah
berubah, posisi penjual justru kuat
dalam banyak hal. Mereka tidak akan
terkena dampak yang merugikan karena
pematokan harga yang diprioritaskan
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bagi pembeli yang dalam kondisi
sekarang berposisi lemah.9
M.Faruq melihat realitas kondisi
sekarang dan berbagai pertimbangan,
membedakan antara pematokan yang
mengakibatkan kezhaliman, yang
hukumnya haram dan pematokan yang
tanpa akibat kezhaliman, bahkan justru
mengakibatkan keadilan bersama, dan
selain itu juga melahirkan kemaslahatan
bersama jelas hukumnya sah, bahkan
bisa wajib.10 Itulah mengapa banyak
ulama masa sekarang yang membagi
tas’ir (pematokan harga) menjadi dua :
pematokan yang haram, karena
ditemukannya kezhaliman, dan
pematokan yang sah, karena
mendatangkan kebaikan bersama.
Model pematokan yang pertama jelas
haram dan yang kedua jelas boleh,




Ibnu Qayyim menyatakan, ‘‘petugas
pasar, harusnya mengurus tata usaha
yang berjalan dipasar pantauannya. Ia
harus mengetahui komoditas apa saja
yang diperdagangkan dipasar tersebut.
Petugas kemudian mematok harga,
dengan membatasi penjual agar tidak
9 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi,
(Malang : UIN Malang Prees, 2008) hal 53
10 M.Faruq An-Nabahan, Sistem Ekonomi
Islam,....., h. 59-60
mengambil laba diatas yang wajar. Jika
ada yang melanggar maka diberi
peringatan. Dan tidak mengindahkan,
maka pelanggar ini dikeluarkan dari
pasar.11
4. Keadilan Jaminan Sosial
Disamping itu pemerintah juga
bertanggung jawab dalam mewujudkan
keadilan jaminan sosial bagi
masyarakat.
Sebelum mewujudkan keadilan
jaminan, menurut Mudyono perlu
merumuskan sistem dan strategi, adalah
sebagai berikut:12
a. Apakah jaminan sosial akan
diselenggarakan secara 'universal'
(bagi seluruh rakyat) atau hanya
kepada sekelompok warganegara
(selektif) ?
b. Dalam bentuk apa jaminan sosial
tersebut diberikan: income transfer,
benefits incash ataukah benefit in-
kind? Negara-negara yang memiliki
sistem administrasi negara yang
rnaju memiliki informasi detail
tentang rekening bank dari setiap
warga negaranya. Dalam kondisi
seperti ini, warga negara yang
memiliki kriteria-kriteria tertentu
yang telah ditetapkan secara
11 Ibnu Qayyim, Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi
al-siyasah asy-syar’iyyah, (Kairo : Dar al-Kutb,), h.
299
12 Mudiyono, Jaminan Sosial Di Indonesia :
Relevansi  Pendekatan  Informal,  Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Vol 6 No. 1, Juli 2002, h. 69
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periodik menerima transfer
pendapatan dari negara. Tidak
semua jaminan sosial yang
diberikan dalam bentuk uang bisa
dalam bentuk barang atau
pelayanan.
c. Siapa saja yang berperan dan
bertanggung jawab atas
penyelenggaraan jaminan sosial?
Diantara jaminan sosial yang harus
dilakukan pemerintah adalah sebagai
berikut :
a. Bertanggung Jawab terhadap
segenap Anggota Masyarakat
Negara bertanggung jawab secara
hukum dan moral bagi tersedianya
kebutuhan pokok umatnya, selain
melayani keperluan masyarakat.
Inilah ciri-ciri khusus Negara. Setiap
anggota masyarakat mempunyai hak
untuk diurus pemerintah. Bait al-Mal
(harta kolektif) bertindak sebagai
penyangga ekonomi rakyat dan harus
disubtansikan kepada fakir, para
jompo, anak-anak yatim, dan para
pengangguran yang tidak
mendapatkan pekerjaan. Mereka ini
harus mendapatkan hak tetap dari kas
Bait al-Mal. Hak mereka disesuaikan
dengan kebutuhan mereka. Dan tidak
seorang pun yang mempunyai hak
menghalangi mereka untuk
mendapatkan haknya, bahkan para
petinggi otoritas keuangan pun. Abu
Yusuf dalam kitabnya ‘‘al-Kharaj’’
meriwayatkan, bahwa umar bin
Khathab r.a, selaku kalifah kedua,
suatu hari berjalan-jalan dan
berpapasan dengan orang Yahudi
yang tengah meminta-minta.
Kemudian umar segera pulang dan
mengambil sesuatu lalu menugaskan
para pegawai Bait al-Mal agar
memberikan sedekah kepada Yahudi
itu dan membebaskannya dari
kewajiban jizyah (pajak bagi non-
Muslim). Kemudian kepada orang
Yahudi tersebut Umar berkata:
‘‘Kami tidak bertindak setengah-
tengah terhadapmu, kami menarik
jizyah saat kamu muda dan kuat
bekerja, masak kami
menelantarkanmu disaat kamu renta
dan lemah?’’.
Demikianlah Umar bin Khathab r.a
memberikan jaminan kepada orang-
orang Yahudi yang sudah tua renta,
sakit, dan buta, dan juga kepada
orang-orang Kristen yang menderita
lepra dan cacat.13
b. Bertanggung jawab terhadap
Stimulasi Ekonomi Rakyat
Suhail bin Abi Shalih meriwayatkan,
bahwa Khalifah Umar bin Abdul
Azis pernah berkirim surat kepada
penguasa Irak, yakni Abdul Hamid
bin Abdurrahman agar memberikan
13 Afzalurrahman, Muhammad Sebagai
Seorang Pedagang, (Jakarta : Yayasan Swarna Bhumy,
1997), Cet, ke II, h. 111
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hak rakyat. Abdul Hamid kemudian
membalas surat Khalifah, ‘‘Apa yang
engkau tugaskan telah kami
laksanakan’’ Umar kemudian
berkirim pesan kembali, ‘‘ Telitilah
jika ada perawan yang hendak
kawin, tetapi tidak ada perjaka yang
mampu membayar mas kawin, maka
berilah mas kawin, dan kawinkanlah
mereka!’’ Abdul Hamid kemudian
membalas surat, bahwa hal ini pun
telah dilaksanakan. Umar kemudian
berkirim intruksi, ‘‘Lihatlah dan
jikalau terdapat pembayar jizyah
telah tidak mampu menggarap
buminya. Sebab kita, tidak hanya
membutuhkan mereka setahun atau
dua tahun’’14
Penyediaan lapangan pekerjaan juga
merupakan kewajiban Negara. Hal
ini sesuai dengan keumuman hadis
Rasulullah SAW :
“Seorang pemimpin adalah bagaikan
penggembala, dan dia akan diminta
pertanggung jawabannya atas apa
yang digembalakannya
(rakyatnya).15




warganya. Jika Islam sangat
menghargai hak hidup seorang
warga, maka pemerintah
14 Akhmad Mujahidin, Loc, Cit, h. 118
15 Ibid, h. 119
berkewajiban pula mengupayakan
kelangsungan hidup rakyatnya. Oleh
sebab itu, disediakan asuransi rakyat
serta pemberian berbagai materi
penunjang.
Pemerintah harus berperan dalam
menjamin terjadinya mekanisme pasar
yang baik. Peran ni dapat diperinci sebagai
berikut:
1. Secara umum memastikan dan menjaga
agar mekanisme pasar dapat bersaing
dengan sempurna.
2. Membuat berbagai langkah untuk
meningkatkan daya saing
(competitiveness) dan daya beli
(purchasing power)dari para pelaku
pasar yang lemah, misalnya produsen
kecil dan konsumen miskin.
3. Mengambil berbagai kebijakan untuk
menciptakan harga yang adil. Terutama
seandainya persaingan yang sempurna
tidak dimunkinkan terjadi pada pasar.
Dalam menjalankan perannya,
pemerintah memiliki beberapa instrumen
kebijakan, antara lain sebagai berikut:
1. Manajemen produksi dan
ketenagakerjaan di sektor publik
pemerintah dapat berperan aktif dalam
mengelola kekayaan publik (di mana
masyarakat gagal mengelolanya).
2. Instrumen yang berkaitan dengan upaya
mendorong kegiatan sektor swasta,
misalnya menetapkan regulasi bagi
sektor swasta, melakukan redistribusi
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faktor produksi, perlindungan bagi
masyarakat lemah.
3. Pricing policy, dimana negara merelasi
harga dengan cara intervensi pasar,
penetapan harga atau mendorong
kebijakan diskriminasi harga untuk
kelompok masyarakat, daerah atau
sektor tertentu yang dipandang
merupakan kepentingan publik. Pricing
policy ini juga perlu dilakukan ketika
pasar tidak dapat bersaing sempurna
sehingga harga yang dihasilkan tidak
merugikan masyarakat.
4. Kebijakan fiskal, yaitu pengelolaan
APBN disesuaikan dengan prinsip
keuangan publik Islam.
Peran pemerintah berkaitan dengan
implementasi moral Islam, diantaranya
sebagai berikut:
1. Memastikan dan menjaga implementasi
nilai dan moral islam secara
keseluruhan.
2. Memastikan dan menjaga agar pasar
hanya memperjual belikan dan jasa
yang halalan thayyibah.
3. Melembagakan nilai-nilai persaingan
yang sehat (fair play), kejujuran
(honesty), keterbukaan (transparency)
dan keadilan (justice).
4. Menjaga agar pasar hanya menyediakan
barang dan jasa sesuai dengan prioritas
kebutuhan sebagaimana diajarkan
dalam syariat islam dan kepentingan
perekonomian nasional
C. Peranan Masyarakat Dalam
Perekonomian
1. Peran Masyarakat Pada Masa Islam
Klasik
Sejak awal peradaban manusia,
masyarakat secara individual maupun
kelompok, memiliki peranan penting
dalam perekonomian. Kesejahteraan
ekonomi yang berhasil dicapai oleh
masyarakat adalah merupakan hasil
kerja kolektif dari semua komponen
dalam masyarakat tersebut. Pada
dasarnya peran masyarakat ini
merefleksikan kepedulian mereka
terhadap sesama. Mereka bekerja tidak
selalu untuk kepentingan dirinya
semata, tetapi juga untuk kepentingan
orang lain, misalnya keluarga, kerabat
dan masyarakat sekitarnya. Terdapat
motivasi tentang mengapa seseorang
rela berkorban demi kepentingan orang
lain meskipun tanpa mendapatkan
imbalan. Salah satu motivasi tersebut
adalah karena seseorang menyadari
bahwa hidupnya akan selalu
membutuhkan orang lain.
Alasan lain adalah pandangan bahwa
sifat altruisme merupakan bagian
integral dan alamiah dari pelaku
manusia. Manusia adalah makhluk
individu sekaligus sosial sehingga
secara naluriah selalu membutuhkan
uluran tangan dari dan suka
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mengulurkan tangannya kepada orang
lain, baik dalam bentuk materi maupun
nonmateri. Seseorang tidak dapat
berdiri sendiri, tetapi selalu berkait
dengan orang lain. Oleh karena itu,
sikap altruisme sebenarnya merupakan
sifat bawaan manusia.
Lebih dari semua itu kepedulian
terhadap orang lain dalam Islam
didasari oleh motif instrinsik yang
berakar pada spiritual keimanan.
Seseorang memiliki kepedulian kepada
orang lain didorong oleh keinginan
untuk mencari ridha Allah SWT yang
mengharapkan pahala di akhirat kelak.
Saling menyayangi, saling membantu
dan saling mengingatkan terhadap
kebaikan meruapakan karakter orang
yang beriman.
Seseorang muslim harus memiliki




masyarakat luas. Seseorang muslim
terhadap muslim lainnya adalah ibarat
satu tubuh atau bangunan yang saling
mendukung antara satu bagian dengan
bagian lainnya. Sebaliknya seifat yang
tidak peduli terhadap orang lain adalah
sifat orang yang tidak beriman.
Sejarah masyarakat Islam klasik telah
memberikan potret yang indah tentang
peranan masyarakat dalam
perekonomian. Masyarakat memiliki
peranan yang amat besar, baik dalam
penyediaan barang maupun jasa, selama
periode Rasulullah SAW maupun
khulafaurrasyidin. Masjid yang pertama
kali dibangun umat Islam di Madinah
dibangun dengan dana dan tenaga
masyarakat (Muhajirin dan Anshar),
demikian juga beberapa fasilitas publik
lainnya. Berbagai perperangan untuk
mempertahankan kehormatan dan
kedaulatan Islam juga dibiayai dengan
dana sumbangan suka rela dari
masyarakat, demikian pula berbagai
pengeluaran negara lainnya.
2. Rasionalitas Peran Masyarakat
Pentingnya peran masyarakat dalam
perekonomian adalah sama dengan
sektor lainnya, yaitu pasar dan
pemerintah. Beberapa dasar pemikiran
peranan masyarakat ini, yaitu sebagai
berikut16 :
a. Konsekuensi Fardhu Kifayah
Fardu khifayah merupakan suatu
kewajiban yang ditujukan kepada
masyarakat, dimana jika kewajiban
ini dilanggar, maka seluruh
masyarakat akan menanggung dosa,
16 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan
Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta Raja
Grafindo Persada 2008), h. 465
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sementara jika telah dilaksanakan
(walaupun hanya oleh satu orang),
maka seluruh masyarakat akan
terbebas dari kewajiban tersebut.
Meskipun pemerintah terkadang
dapat berperan lebih efektif
dibandingkan masyarakat secara
langsung, tetapi masyarakat tidak
terlepas dari tanggung jawab ini.
Pada dasarnya konsep fard al-
kifayah adalah mengacu kepada
tanggung jawab masyarakat. Jika
pemerintah benar-benar mampu
melaksanakan tugas fardu khifayah
ini, maka masyarakat dapat terbebas
dari tanggung jawab.
Artinya, ketika pemerintah gagal
melaksanakan perannya dalam
membenahi kebutuhan orang miskin,
para duafa, orang terlantar, maka ini
juga menjadi tugas dan tanggung
jawab dari masyarakat, namun ketika
hal ini tidak dilaksanakan antara
pemerintah dan masyarakat maka
keseluruhannya akan mendapatkan
dosa, karena ini adalah merupakan
tanggung jawab pemerintah dan
masyarakat.
b. Adanya Hak Milik Publik
Peran masyarakat juga muncul
karena adanya konsep hak milik
public dalam ekonomi Islam, seperti
waqf. Kekayaan waqf adalah
kekayaan masyarakat secara
keseluruhan dan berlaku sepanjang
masa, karenanya waqf merupakan
hak milik masyarakat yang tidak
tergantung kepada pemerintah yang
berkuasa. Pemerintah dapat berganti-
ganti dari waktu ke waktu, sementara
masyarakat terikat dalam kewajiban
sosial jangka panjang. Oleh karena
itu, berbagai kekayaan waqf akan
tetap dikelola oleh masyarakat
sendiri.
c. Kegagalan pasar
Kegagalan pasar tidak cukup hanya
diselesaikan dengan peran
pemerintah, sebab pemerintah juga
memiliki ke gagalan, pasar berkerja
dengan mekanisme permintaan dan
penawaran di mana masyrakat suatu
komoditas yang dapat di
perdagangkan.
d. Kegagalan Pemerintah
Meskipun peran pemerintah sangat
berguna, termasuk dalam
menjalankan fardu khifayah akan
tetapi terdapat beberapa kelemahan-
kelemahan. Hal ini mengakibatkan
mengganggu efisiensi peranan
pemerintah sehingga diperlukan
peran masyarakat secara langsung,
beberapa kelemahan pemerintah ini
diantaranya :
1) Pemerintah sering sekali tidak
berhasil mengidentifikasi dengan
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tepat kebutuhan masyarakat yang
sesungguhnya, sehingga formulasi
kebijakan juga tidak tepat sasaran.





maslah bikrokrasi dan politik.
3) Keterlibatan pemerintah sering
kali menimbulkan pengaturan
yang berlebihan terhadap aktifitas
perekonomian, sehingga justru
menghambat mekanisme pasar
dan peran masyarakat secara
langsung.
3. Ruang Lingkup Dan Instrumen
Peranan Pemerintah
Peranan masyarakat dalam
perekonomian memiliki lingkup yang
luas. Aktivitas ini mencakup berbagai
hal yang secara langsung berkaitan
dengan kegiatan perekonomian maupun
hal lain yang secara tidak langsung
menjadikan kegiatan perekonomian
yang lebih baik. Peranan masyarakat
dalam perekonomian mencakaup hal-
hal sebagai berikut17 :
a. Menjaga kebutuhan ekonomi
keluarga
Keluarga memiliki peranan yang
sangat penting dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan
masyarakat, diluar sistem ekonomi
17 Ibid, h. 466
pertukaran (exchange economy)
dalam pasar maupun pemerintah.
Sebagai institusi terkecil dalam
masyarakat, keluarga telah
memberikan kontribusi yang dalam
bentuk penyediaan barang atau jasa
yang jika disediakan oleh pasar atau
pemerintah adalah mustahil atau
kemungkinan akan berbiaya sangat
mahal. Banyak kontribusi keluarga
ini unpricable dan priceless,
misalnya kasih sayang dan
kenyamanan.
Ajaran Islam mewajibkan kepada
keluarga untuk bertanggung jawab
atas seluruh keluarga serta mengatur
hak dan kewajiban seluruh anggota
keluarga, sehingga tercipta keluarga
yang harmonis (sakinah, wawadah,
warohmah). Keluarga juga memiliki
kewajiban untuk turut menjaga
kesejahteraan family dan tetangga di
lingkungannya. Atas dasar hubungan
keturunan dalam keluarga, Islam
juga mengatur ketentuan waris
sebagai bentuk mekanisme
redistribusi kekayaan yang bersifat
pasti.
b. Mengelola ZIS
Zakat, infak, dan sedekah (ZIS)
memiliki peranan penting dalam
penyediaan barang dan jasa, baik
barang public maupun barang privat.
Adanya ZIS telah menyediakan dana
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yang murah bagi pembiayaan
berbagai kegiatan ekonomi dalam
masyarakat. Islam telah mengatur
kewajiban zakat dan sasaran
pemanfaatannya secara pasti, karena
zakat memiliki dampak ekonomi
yang lebih pasti pula. Sementara itu
tidak terdapat pengaturan yang detail
tentang infak dan sedekah, sehingga
lebih fleksibel dalam
pengelolaannya. Dalam relitas,
banyak kegiatan dan fasilitas
ekonomi  yang disediakan dengan
menggunakan pembiayaan dari infak
dan sedekah ini. Penyediaan fasilitas
public, pengentasan kemiskinan, dan
pembiayaan masyarakat banyak
dibiayai dari dana ini.




umum dan keagamaan, advokasi dan
perlindungan lingkungan hidup,
pelayanan kesehatan, peningkatan
keahlian dan keterampilan, dan
berbagai bentuk layanan jasa lainnya,
banyak dilakukan oleh masyarakat
sendiri. Jasa-jasa yang disediakan
oleh masyarakat ini biasanya
merupakan layanan yang tidak dapat
disediakan oleh pasar atau akan lebih





tidak dapat disediakan oleh pasar
karena secara natural memang tidak
terdapat insentif material bagi pelaku
pasar. Penyediaan berbagai
pelayanan sosial oleh masyarakat
akan berbiaya lebih murah
dibandingkan jika disediakan oleh
pasar atau pemerintah sehingga
efektif jika diorientasikan untuk
pelayanan bagi masyarakat miskin.
d. Pengelolaan wakaf
Wakaf merupakan salah satu sumber
daya ekonomi yang telah terbukti
berperan besar dalam perekonomian.
Wakaf adalah salah satu bentuk
kekayaan yang secara hokum
diberikan kepada publik, meskipun
pengelolaannya kemungkinan dapat
dilakukan oleh pemerintah atau
masyarakat sendiri. Pada dasarnya
wakaf dapat mengambil berbagai
bentuk kekayaan apa saja sepanjang
dapat memberikan keuntungan
ekonomi atau manfaat lainnya bagi
masyarakat. Pemanfaatan kekayaan
wakaf juga tidak terbatas pada
aktivitas tertentu, tetapi dapat
dimanfaatkan untuk aktifitas publik
dalam bidang ekonomi, sosial, dan
keagamaan. Dalam realitas, sejak
masa Islam klasik hingga saat ini,
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kekayaan wakaf telah digunakan






sangat berpengaruh terhadap masyarakat
itu sendiri, artinaya pemerintah tidak bisa
bertindak jika diantara pemerintah dan
masyarakat tidak saling mendukung,
disamping itu pandangan Islam terhadap
peran pemerintah dalam hal membenahi
perekonomian rakyat sangat banyak
dianjurkan, sebagaimana yang terjadi pada
zaman Rasulullah SAW.
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